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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Agama No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan 
Peradilan Agama Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk perkara yang diputus sejak tanggal 1 Juli 2025, maka salinan
putusan/penetapan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah ditandatangan
secara elektronik dengan ketentuan:
a. Untuk perkara e-Court tetap dilakukan melalui Aplikasi e-Court sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah yang perkara e-Court belum
100%, maka untuk perkara non e-Court dilakukan melalui aplikasi EAC.

c. Untuk penetapan ikrar talak dilakukan melalui aplikasi EAC.

2. Untuk perkara perceraian yang BHT sejak tanggal 1 Juli 2025, maka penandatanganan
dan penerbitan Akta Cerai dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi EAC.

3. Untuk perkara perceraian yang sudah BHT sebelum tanggal 1 Juli 2025, namun belum
terbit Akta Cerai, agar segera diterbitkan Akta Cerai menggunakan blangko Akta Cerai
seperti biasa, dan selanjutnya Pengadilan melakukan pemusnahan terhadap seluruh
blangko akta cerai yang tersisa (petunjuk pemusnahan akan diberitahukan kemudian).
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4. Naskah salinan putusan/penetapan yang diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) - tab Putusan Akhir - inputan E-Doc Putusan dan salinan penetapan
ikrar talak ke tab Ikrar Talak - inputan E-Doc Penetapan, menggunakan format
Portable Document Format (PDF) hasil convert, sesuai dengan bentuk yang ditentukan
oleh Mahkamah Agung RI.

5. Dalam hal terjadi kekeliruan penandatanganan dan/atau terjadi kendala implementasi,
maka satuan kerja harus segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
dengan mencantumkan nomor perkara dan/atau nomor e-AC yang keliru tandatangan
dan/atau kendala dimaksud, untuk dapat segera diperbaiki dan/atau dikecualikan dari
ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas.

6. Dalam hal terjadi hambatan penggunaan sistem aplikasi agar segera menghubungi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Sdr. Andhika Zaldy, S.H. (0821-
1219-3777) dan Sdr. Pranasta Surga, S.H., M.Kom. (0853-6262-6236)

Demikian, atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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